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PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN REVISI REDESAIN PADA 

SISTEM SAKTI

A. Alur Proses

Alur proses revisi dilakukan sebagai berikut:

B. User SAKTI yang terlibat

No Peran Tipe Output

1 Operator anggaran Satker Perekaman data revisi anggaran

2 Approver anggaran Satker Persetujuan data dan otorisasi via TTE



3

Teknis Aplikasi Pada Satuan Kerja

Ketika usulan revisi satker sudah direkam dan disetujui oleh KPA, langkah yang harus

dilakukan agar data mengalir dari Satker ke Kanwil DJPb adalah pengajuan revisi. Pengajuan revisi

diperbaharui dengan penambahan fitur berupa tanda tangan persetujuan surat revisi yang dapat

dilakukan pada SAKTI. Tata cara pengajuan revisi adalah sebagai berikut:

A. Operator Penganggaran Satker

Operator penganggaran menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan

revisi anggaran yakni:

a. surat usulan revisi anggaran;

b. matriks semula menjadi;

c. konsep DIPA revisi; dan

d. dokumen lainnya sesuai aturan terkait revisi DIPA.

Apabila data sudah siap dapat dilakukan perekaman dalam sistem SAKTI dengan

mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka menu Pengganggaran > Revisi DIPA > Pengajuan Revisi Redesain.
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2. Lengkapi isian data yang diperlukan berupa nomor dan tanggal surat usulan revisi, perihal, 

jabatan pengusul, jenis revisi, dll.

3. Unggah/Generate Dokumen.

4. Lihat/Hapus Dokumen.

5. Simpan.
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B. Approver Penganggaran Satker (KPA)

KPA selaku approver anggaran satker memeriksa kesesuaian data yang diinput serta 

dokumen yang diunggah oleh operator anggaran satker.

1. Approver membuka menu: Penganggaran > Revisi DIPA > Pengajuan Revisi Redesain.

2. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen (Surat, Matriks SM, Konsep DIPA Revisi,

dan lampiran lain).

3. Approver melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen revisi yang sudah

diunggah atau di-generate.
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4. Terdapat dua opsi, yaitu:

 TTE per Dokumen – dilakukan jika dokumen dipisah atau perlu verifikasi satu per satu.

 TTE Sekaligus – dilakukan jika seluruh dokumen sudah lengkap dan siap 

ditandatangani.

Setelah TTE berhasil, status dokumen berubah menjadi “Signed” pada sistem.

C. Operator Penganggaran satker

Setelah dokumen ditandatangani dan Tahap 1 selesai, proses dilanjutkan oleh

operator anggaran masih sama dengan proses eksisting:

1. Operator Satker memilih “Lanjut Tahap 2”.

Sistem akan melakukan validasi terhadap kewenangan revisi berdasarkan

PMK terkait revisi DIPA dan mengidentifikasi apakah revisi dapat diproses

pada tingkat satker–kanwil atau memerlukan tindak lanjut tingkat pusat.

Output dari langkah ini yaitu:

 Validasi Berhasil → sistem otomatis mengarahkan ke Tahap 3.

 Validasi Gagal → muncul pesan kesalahan dan rincian koreksi yang diperlukan.
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2. Tahap 3 – Verifikasi OTP Operator Satker melakukan:

a. Klik Kirim Permintaan OTP;

b. Memasukkan kode OTP yang diterima;

c. Klik Proses Verifikasi OTP; dan

d. Klik Lanjut.

Output dari langkah ini yaitu:

OTP berhasil diverifikasi, pengajuan revisi dinyatakan berhasil, dan terkirim ke 

Kanwil DJPb mitra.

D. Monitoring Revisi
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Satker dapat memantau progres revisi yang telah diajukan melalui menu: Revisi

DIPA > Monitoring Revisi

Informasi yang dapat dilihat meliputi:

a. ID Revisi;

b. Status Proses (Tahap 1–3); dan

c. Tindak lanjut lain yang diperlukan

E. Catatan

Dalam hal revisi yang dilakukan adalah revisi antar satker yang membutuhkan

tandatangan persetujuan dari lebih dari satu KPA, dapat mengakses menu Revisi DIPA >

Monitoring Revisi dan lakukan TTE pada dokumen surat usulan revisi. Setelah berhasil

melakukan TTE apabila dokumen dicek akan terlihat siapa saja KPA yang menandatangani

Surat Usulan Revisi.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF


